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ABSTRAK

Di tengah upaya penegakan hukum bagi para penyalahgunaan narkotika, tidak jarang terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim. Disparitas dalam kasus pidana penyalahgunaan narkotika ini terdapat perbedaan putusan yang cukup signifikan yang dijatuhkan oleh hakim. Contohnya dalam putusan Nomor 667/Pid/Sus/2021/PN Pdg dan Putusan Nomor 782/Pid/Sus/2021/PN. Permasalahan (1) Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan menganalisis 10 Putusan terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) disparitas pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang cukup mencolok, terlihat perbedaan antara Putusan Nomor 667/Pid/Sus/2021/PN Pdg dengan pidana penjara 12 tahun sedangkan pada Putusan Nomor 782/Pid/Sus/2021/PN Pdg dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan, selisihnya yakni 6 tahun 6 bulan, (2) Pertimbangan hakim yuridis didasarkan oleh dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta dipersidangan sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan.
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DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN
A. LatarBBelakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan inii termuat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang taat terhadap hukum, sangat memprioritaskan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)  yanggselalu dikawal oleh negara agar setiap masyarakat Indonesia mendapatkan pemerataan hak serta kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan hal tersebut sudah diatur di dalam hukum, dimana hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang menjadikan pedoman bagi hakim agar membentuk peradilan yang bebas. Bahwa kekuasaan kehakiman berdasarkan  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [image: image1.jpg]


Tahun 1945 yang merupakan kekuasaan  merdeka dan dilakukan oleh semua Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan pengadilan agar tegaknya hukum dan keadilan , kemudian dipertegasslagi di dalam butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri.
Dalam putusan perkara yang diputuskan oleh Hakim sering terjadi di disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan  dan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukum yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Dalam hal ini penjatuhan tersebut tentunya adalah hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku  tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa hakimlah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini, terutama dalam hal timbulnya disparitas pidana. Disparitas pidana sering juga terjadi di dalam putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan zat ataupun obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika butir (1) menyatakan bahwa narkotika yang merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang dapat memberi efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika memakainya dalam jumlah yang berlebih. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut sebagai penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. 

Para pecandu narkotika di Indonesia jumlahnya tidak main-main, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dan jumblah tersebut mengalmmi peningkatan dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya.3 Untuk mencegah dan meminimalisir para pengguna narkotika tersebut para aparat penegak hukum harus bekerja lebih ekstra serta diperlukan juga kerjasama yang baik dari masyarakat dan harus ditindak sesuai dengan hukum bagi para penggunanya. 

Di tengah upaya penegakan hukum bagi para penyalahgunaan  narkotika tersebut, tidak jarang terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim, dan hal tersebut menjadi dilema tersendiri, walaupun disparitas pidana merupakan hal yang wajar saja terjadi dikarenakan hampir tidak ada kasus yang situasi dan kondisinya yang sama. Disparitas dalam kasus pidana penyalahgunaan narkotika jadi permasalahan ketika terdapat perbedaan putusan yang cukup signifikan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Disini penulis akan berfokus kepada penyalahgunaan narkotika yang menyediakan atau disebut sebagai pengedar narkotika.
Tabel 1.1
Disparitas Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang

	No.
	Nomor Putusan
	Pasal  Yang Dilanggar
	Pidana Penjara
	Pidana Denda

	1.
	872/Pid/.Sus/2022/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	6 Tahun
	1 Miliar Rupiah

	2.
	871/Pid/Sus/2022/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	8 Tahun
	1 Miliar Rupiah

	3.
	785/Pid/Sus/2022/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	7 Tahun 6 Bulan
	1 Miliar Rupiah

	4.
	866/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	8 Tahun
	2 Miliar Rupiah

	5.
	867/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	6 Tahun
	2 Miliar Rupiah

	6.
	782/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	5 Tahun 6 Bulan
	1 Miliar Rupiah

	7.
	580/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	8 Tahun
	1 Miliar Rupiah

	8.
	666/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	9 Tahun 10 Bulan
	1 Miliar Rupiah

	9.
	667/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	12 Tahun
	1 Miliar Rupiah

	10.
	570/Pid/Sus/2021/PN Pdg
	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)
	10 Tahun
	800 Juta Rupiah


Berdasarkan 
permasalahan 
dari uraian diatas, inilah yang melatarbelakangi dalam menulis skripsi yang berjudull “DISPARITAS PIDANADDALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKAADI PENGADILAN NEGERIIPADANG”.
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi para pengedar di Pengadilan Negeri Padang. 

D. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil dan mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan dengan cara: 
1. Jenis penelitian

Penelitin menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana peneliti  akan 
menganalisis putusan pengadilan (sosiological Jurisprudence).
2. Sumber data 

1. Data sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data sekunder ini, dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer 

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika;
c) Putusan perkara pidana tentang penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang. 

(1) 872/Pid/.Sus/2022/PN Pdg

(2) 871/Pid/Sus/2022/PN Pdg

(3) 785/Pid/Sus/2022/PN Pdg

(4) 866/Pid/Sus/2021/PN Pdg

(5) 867/Pid/Sus/2021/PN Pdg

(6) 782/Pid/Sus/2021/PN Pdg

(7) 580/Pid/Sus/2021/PN Pdg

(8) 666/Pid/Sus/2021/PN Pdg

(9) 667/Pid/Sus/2021/PN Pdg
(10) 570/Pid/Sus/2021/PN Pdg

2) Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup rancangan dari undang- undang, buku-buku/literatur, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. 

3) Bahan hukum tersier, peneliti mencari bahan melalui e-book, enslikopedia, kamus hukum. Yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, maka Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. 

4. Analisis Data.

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan diolah, dan untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Data yang sudah diperoleh, kemudian dijabarkan kedalam bentuk kalimat dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian.
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